BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sistematika untuk mendapat teori relevan sesuai
pada permasalahan atau topik penelitian. Pada penelitian, tinjauan pustaka dipakai
agar dapat membantu peneliti melakukan analisis dengan merujuk teori-teori yang
sudah ada dalam penelitian sebelumnya. Pengertian terhadap objek yang diteliti
merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti menempatkan
penjelasan dari variabel yang terkait.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Definisi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh
masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor
produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat
pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga
menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut
(Kuncoro, 2006).

Ketimpangan pendapatan merupakan hal umum yang sering terjadi dalam
proses pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan
pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok

masyarakat berpendapatan rendah (Sjafrizal, 2018). Menurut Todaro & Smith
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(2006), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan
masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam
masyarakat. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan
semakin miskin.

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang
membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam
masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi
pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif.
Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang
menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan
konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi
pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh
seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan
yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Terdapat faktor-faktor yang mendorong ketimpangan pendapatan semakin
lebar, yaitu (Sastra, 2017):

a. Adanya kegagalan institusi dan kebijakan publik

b. Kemiskinan dan minimnya investasi dan infrastruktur kebutuhan dasar
c. Penyediaan lapangan kerja dan struktur ekonomi

d. Adanya perburuan rente

e. Terjadinya kegagalan pasar

f. Globalisasi

g. Faktor politik dan demokrasi
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h. Faktor sejarah

2.1.1.2 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian
hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Terdapat beberapa
indikator yang biasa digunakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, antara
lain sebagai berikut:

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz, adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi

pendapatan kumulatif. Pada tahun 1905, Conrad Lorenz menggambarkan hubungan

antara kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan.
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Sumber: Arsyad, 2010

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Jumlah penerima pendapatan atau kumulatif penduduk digambarkan pada
sumbu horizontal, sementara sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang
diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Kedua sumbu tersebut

memiliki panjang yang sama yang membentuk bujur sangkar. Kurva Lorenz
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menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase
pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Semakin jauh kurva Lorenz
dari garis diagonal (merata sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan
yang dialami oleh penduduk dalam suatu negara. Apabila kurva Lorenz semakin
mendekati garis diagonal, maka semakin rendah derajat ketidakmerataan (Arsyad,
2010).
b. Koefisien gini

Koefisien gini merupakan ketimpangan agregat yang angkanya berkisar
antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien
gini diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (merata
sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur
sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada (Arsyad, 2010). Dalam pengukuran
World Bank, nilai indeks gini berada pada rentang 0 (kesetaraan sempurna) hingga
100 (ketimpangan sempurna), dengan pengukuran sebagai berikut (World Bank,

2022):

n
KG =100 (1 - Z(Xm — X)(Yiq + Yi))
i=1

Keterangan:
KG = Angka koefisien gini
X; = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Y; = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas 1
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Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan
apabila bernilai 100 berarti ketimpangan sempurna. Ketika rasio gini menurun
maka artinya distribusi pengeluaran penduduk membaik dan sebaliknya.
2.1.1.3 Landasan Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep,
definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam penelitian kuantitatif
jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono,
2019). Maka landasan teori dari penelitian ini adalah hipotesis Kuznets, teori
perubahan struktural Arthur Lewis, dan teori perdagangan Stolper-Samuleson.
2.1.1.3.1. Hipotesis Kuznets

Hipotesis Kuznets mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu, kenaikan
pendapatan per kapita akan mengurangi ketimpangan. Hal ini dikenal sebagai batas
turning point. Kurva Kuznets menunjukkan bahwa meskipun korelasi antara GDP
per kapita dan ketimpangan distribusi pendapatan tampaknya positif dalam jangka
pendek, namun korelasinya akan berubah menjadi negatif dalam jangka panjang
(Todaro & Smith, 2006). Arsyad (2010) menjelaskan kurva “U” terbalik yang
menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan pemerataan

distribusi pendapatan, yaitu sebagai berikut.
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Gambar 2.2 Kurva "U" Terbalik Kuznets

Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi,
ketimpangan pendapatan akan meningkat. Namun pada suatu titik tertentu
pertumbuhan yang terjadi akan mengurangi tingkat rasio gini. Observasi inilah yang
dikenal sebagai kurva Kuznets ”U-terbalik”. Karena perubahan longitudinal (time-
series) dalam distribusi pendapatan yang diukur oleh koefisien gini berbentuk kurva
U terbalik seiring dengan naiknya pendapatan per kapita. Pada dasarnya mengacu
pada kondisi dasar perubahan struktural. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh
proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari sektor modern, seiring
dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke
perekonomian modern. Perpindahan sektor mendorong terjadinya perpindahan
tenaga kerja yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memperlebar

kesenjangan pendapatan (Arsyad, 2010).
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2.1.1.3.2. Teori Perubahan Struktural Arthur Lewis

Teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi
ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang awalnya
menitikberatkan pada sektor pertanian menjuju ke struktur perekonomian yang
lebih modern dan didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro & Smith, 2006).
Transformasi struktural dapat berhasil jika didukung oleh pemerataan kesempatan
kerja, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan pengurangan dualisme ekonomi
antara kota dan desa. Dalam situasi ini, transformasi struktural akan diikuti oleh
peningkatan pendapatan dan pemerataan distribusi pendapatan secara bersamaan
(Kuncoro, 2010).

Todaro & Smith (2006), menjelaskan teori model dua sektor dari Arthur
Lewis yang menggambarkan bagaimana struktur ekonomi negara berkembang
berubah dari pertanian subsisten ke ekonomi modern dan urban dengan sektor
industri dan jasa yang lebih variatif. Menurut Lewis, ketimpangan yang memburuk
pada tahap awal pembangunan disebabkan terpusatnya sektor industri modern pada
pertumbuhan awal yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah
dan produktivitas tinggi. Sektor modern menyerap tenaga kerja dari sektor
tradisional tanpa langsung menaikkan upah secara merata. Distribusi pendapatan
yang tidak merata menyebabkan perbedaan pendapatan yang mencolok di
masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Proses transformasi dari
sektor pertanian yang padat karya dan mampu menyerap banyak tenaga kerja ke
sektor industri yang padat modal berpotensi meningkatkan ketimpangan

pendapatan.
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2.1.1.3.3. Teori Perdagangan Stolper-Samuelson

Dalam Salvatore (2017), sebagaimana disajikan dalam artikel asli karya Walt
Stolper dan Paul Samuelson, perdagangan akan meningkatkan pendapatan negara
dengan sumber daya yang melimpah. Demikian pula, negara-negara dengan
pasokan tenaga kerja yang melimpah diharapkan mengalami penurunan
ketimpangan domestik. Teori tersebut salah satu pilar model Heckscher-Ohlin yang
merupakan model sentral dalam teori neoklasik perdagangan internasional yang
menganalisis konsekuensi perdagangan internasional terhadap lapangan kerja dan
distribusi pendapatan.

Teori ini pada dasarnya menjelaskan keterkaitan antara kisaran harga relatif
barang yang disebabkan oleh intervensi kebijakan perdagangan dan perubahan
tingkat pendapatan absolut dari berbagai faktor produksi. Keterkaitan antara harga
dan distribusi ini bergantung pada intensitas faktor barang dan komoditas langka,
kelangkaan umum, mobilitas faktor industri, mobilitas faktor eksternal, dan
pemanfaatan penuh (sebelum dan sesudah intervensi kebijakan perdagangan).
Dalam kasus penerapan tarif impor, telah disepakati bahwa peningkatan faktor
kelangkaan melebihi perubahan harga kedua barang. Oleh karena itu, efek
pendapatan yang dihasilkan lebih kecil daripada peningkatan konsumsi faktor
kepemilikan. Dengan kata lain, perubahan harga relatif barang menyebabkan
bahkan efek yang lebih besar pada distribusi perdagangan bebas.

Negara-negara mengekspor produk yang menggunakan faktor produksi yang
melimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor yang langka.

Kenaikan harga relatif barang ekspor menyebabkan kenaikan imbal hasil faktor
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yang paling intensif digunakan dalam produksi barang tersebut, dan penurunan
imbal hasil faktor lainnya. Akibatnya, kebebasan perdagangan menguntungkan
pemilik faktor yang melimpah, tetapi merugikan pemilik faktor yang langka.
2.1.1.3.4. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi dalam Boediono (1984), didasarkan atas teori
makronya yang menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi
karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori
ini menyoroti persaingan antara golongan-golongan masyarakat dalam
memperebutkan bagian sumber daya yang lebih besar. Proses perebutan ini menjadi
keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang selalu melebihi jumlah
barang yang tersedia (timbulnya inflationary gap). Karena permintaan total
melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya
kenaikan harga-harga menyebabkan perbedaan kemampuan antar golongan dalam
mewujudkan rencana pembelian barang dan jasa. Golongan seperti pemerintah
ataupun pengusaha swasta akan berusaha untuk memperoleh tambahan dana
sehingga dapat memperoleh output yang lebih besar dibandingkan dengan golongan
yang memiliki kemampuan terbatas sehingga memperoleh output yang kecil
termasuk golongan yang penghasilannya tetap dan tidak naik secepat laju inflasi,
seperti pegawai tetap, pensiunan, karyawan perusahaan tanpa serikat buruh, dan
petani.

Dalam buku 4 Tract on Monetary Reform (1923), Keynes menjelaskan bahwa
perubahan nilai uang (inflasi) menyebabkan redistribusi kekayaan yang tidak

merata. Dampak inflasi terbagi pada tiga kelompok masyarakat, yaitu inflasi
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merugikan bagi investor, menguntungkan bagi bisnis, dan ambigu bagi pekerja.
Pekerja yang lebih terorganisir dalam serikat pekerja akan diuntungkan, tetapi
pekerja yang kurang terorganisir lain menurunkan upah riil karena keterbatasan
dalam menyesuaikan pendapatan. Satu kelompok dapat memperoleh keuntungan

dengan mengorbankan kelompok lain tanpa disadari.

2.1.2 Produk Domestik Bruto
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
negara dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) baik
atas dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan. Produk Domestik Bruto atau
Gross Domestic Bruto adalah jumlah barang dan jasa dalam suatu negara yang
diproduksikan oleh faktor-faktor produksi miliki warga negara tersebut dan negara
asing (Sukirno, 2022). PDB sama dengan total produksi barang konsumsi dan
barang investasi, belanja pemerintah, serta net ekspor ke negara lain (Samuelson &
Nordhaus, 2010). Produk Domestik Bruto (PDB) dibedakan menjadi dua
berdasarkan harga patokan yang dipakai, yaitu sebagai berikut (Kurniawan &
Budhi, 2018):
a. Produk domestik bruto atas harga berlaku
Produk domestik bruto atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDB
atas harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya

ekonomi, dan struktur ekonomi suatu wilayah.
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b. Produk domestik bruto atas harga konstan

Produk domestik bruto atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu
sebagai tahun dasar. PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi
yang tidak dipengaruhi oleh indeks harga.

Berdasarkan penjelasan Basuki & Prawoto (2014), penghitungan pendapatan
nasional dapat dilakukan dengan tiga (3) metode pendekatan, antara lain :
a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan
seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terdiri dari
wage/upah (w), rent/sewa (1), interest/bunga (1), dan profit/laba (p)Untuk mengukur
pendapatan nasional dapat dilihat dari formula berikut:

Y=r+w+i+p

b. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan total
nilai tambah (value added) dari setiap sektor kegiatan ekonomi, sehingga
menghindari terjadinya perhitungan ganda. Sektor ekonomi tersebut antara lain
pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian;
industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, restoran
dan hotel; pengangkutan dan komunikasi jasa-jasa; keuangan, persewaan bangunan
dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Sehingga dengan demikian pendekatan

produksi dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Y =NTB1 + NTB2 + NTB3 +..NTBn
c. Pendekatan Pengeluaran
Metode pengeluaran menggunakan total pengeluaran dari seluruh pelaku
ekonomi dalam suatu periode yang meliputi konsumsi (C), investasi (I),
pengeluaran pemerintah (G), dan Rumah tangga luar negeri atau net ekspor (X-M).
Sehingga formula pendekatan pengeluaran dapat sebagai berikut:

Y=C+I+G+(X-M)

2.1.2.1 Produk Domestik Bruto Per Kapita

Pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan suatu negara, jika dilihat dari sisi konsumsi, masyarakat memiliki
peluang yang besar untuk menikmati barang dan jasa dalam jumlah yang lebih
banyak atau dengan kualitas yang lebih baik (Basuki & Prawoto, 2014). Suatu
perekonomian dapat dianggap mengalami perkembangan apabila pendapatan per
kapita menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dalam jangka panjang dari
tahun ke tahun. Kenaikan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun (Rapanna &
Sukarno, 2017).

Sukirno (2022) menjelaskan bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan
rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu yang nilainya diperoleh
dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu tahun tertentu dengan
jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat dihitung
menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan harga berlaku untuk
memberikan gambaran kemampuan belanja rata-rata penduduk terhadap barang

dan jasa dan menggunakan harga konstan untuk menunjukkan perkembangan
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tingkat kemakmuran. Perubahan pada PDB dan jumlah penduduk akan berdampak
pada pergerakan pendapatan per kapita. Jika peningkatan PDB diiringi dengan
pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka pendapatan per kapita tetap rendah.
Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, diperlukan pengendalian terhadap laju
pertumbuhan penduduk (Basuki & Prawoto, 2014). Sehingga perhitungan

pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut:

PDB

PDB Per Kaplta - Jumlah Penduduk

2.1.2.2 Produk Domestik Bruto Menurut Sektoral

Menurut Sukirno (2022), Produk Domestik Bruto digolongkan dalam
berbagai sektor di mana nilai tambah diwujudkan yang dinamakan Produk
Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha. Sektor-sektor ekonomi dalam
perekonomian Indonesia pada awalnya di bagi menjaid 9 sektor yang dibagi
menjadi tiga sektor, yaitu sebagai berikut:

a. Sektor primer, terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan;
pertambangan dan penggalian

b. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan; listrik, air, dan gas; bangunan

c. Sektor tersier, mencakup perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan
komunikasi; keuangan, sewa, jasa perusahaan; dan jasa-jasa lain (termasuk

pemerintah)

2.1.2.3 Indikator Pengukuran Sektor Ekonomi
Berdasarkan klasifikasi World Bank (2025), sektor jasa mencakup

perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaraan bermotor, hotel dan retail,
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transportasi, penyimpanan dan komunikasi, intermediasi keuangan, real estat,
penyewaan dan kegiatan bisnis, administrasi publik dan pertahanan, jaminan sosial
wajib, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial, kegiatan layanan masyarakat,
sosial dan pribadi lainnya, rumah tangga pribadi dengan orang yang bekerja, dan
organisasi dan badan ekstra-teritorial. Sementara sektor pertanian mencakup
pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri meliputi industri
pertambangan, manufaktur, konstruksi, listrik, air, dan gas. Pendekatan ini
berkaitan pendekatan produksi, maka pengukuran rasio menurut sektor yaitu

sebagai berikut:

Sektor Ek . Nilai Tambah Sektor < 100
ektor tkonomt = Total PDB

2.1.2.4 Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi atau pada umumnya disebut transformasi
struktural didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saking terkait satu
dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri
(ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor
produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan) (Tambunan, 2016). Transformasi struktural ditandai
dengan adanya perubahan kontribusi sektoral di dalam perekonomian nasional baik
dari sisi produk yang dihasilkan maupun penyerapan tenaga kerja (Arsyad, 2010).
Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pendapatan per kapita,

maka semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor
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tertentu yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan
baku, dan teknologi (Tambunan, 2016).
2.1.3 Economic Freedom

Miller et al. (2022) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi (economic
freedom) pada dasarnya merujuk pada otonomi individu dalam mengambil
keputusan terkait pemanfaatan barang dan sumber daya ekonomi. Gagasan yang
mendukung kebebasan ekonomi berlandaskan asumsi bahwa individu merupakan
pihak yang paling memahami kebutuhan dan keinginan sendiri, sehingga kehidupan
yang dijalankan ditentukan secara mandiri berdasarkan prioritas pribadi bukan
arahan negara atau kelompok teknokratis. Tingkat kebebasan ekonomi lebih
ditentukan oleh sejauh mana kekuasaan pemerintah dibatasi dalam mengintervensi
aktivitas ekonomi individu. Peran pemerintah tetap diperlukan untuk menjamin
ketertiban dan perlindungan masyarakat, tetapi intervensi yang melebihi kebutuhan
dapat mengurangi ruang otonomi ekonomi individu dan membatasi dalam kegiatan
ekonomi.

Instrumen pengukuran yang memberikan aspek yang menyeluruh terkait
tingkat kebebasan ekonomi suatu negara adalah indeks kebebasan ekonomi atau
index of economic freedom yang berasal dari lembaga The Heritage Foundation.
Terdapat 12 indikator kebebasan ekonomi yang digunakan dalam pengukuran

diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu:
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Rule of law
Meliputi perlindungan hak milik (property rights), efektivitas yudisial
(judicial effectiveness), dan integritas pemerintah (government integrity) yang
mengukur keamanan hak milik dan kekuatan sistem hukum.
Goverment size
Terdiri atas beban pajak (fax burden), belanja pemerintah (government
spending), dan kesehatan fiskal (fiscal health) yang mengukur pengaruh proses
politik terhadap alokasi sumber daya.
Regulatory efficiency
Mencakup kebebasan bisnis (business freedom), kebebasan tenaga kerja
(labor freedom), dan kebebasan moneter (monetary freedom) yang mengukur
kendala regulasi yang membatasi kebebasan pertukaran dalam kredit.
. Market openness
Market openness meliputi kebebasan perdagangan (trade freedom),
kebebasan investasi (investment freedom), dan kebebasan finansial (financial
freedom). Mengukur berbagai hambatan yang telah ditempatkan suatu negara
pada perdagangan internasional, seperti tarif.

Pengukuran indeks kebebasan ekonomi suatu negara diperoleh dari rata-rata
keseluruhan nilai 12 indikator dengan skala 0 sampai 100. Terdapat lima jenis
kategori indeks kebebasan ekonomi, yaitu free/bebas (80-100), mostly
free/sebagian besar bebas (70-79.9), moderately free/sedang (60—69.9), mostly

unfree/sebagian besar tidak bebas (50-59.9), dan repressed/tertekan (0—49.9).
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2.1.3.1 Trade Freedom

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh
penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan
bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan
individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu
Negara dengan pemerintah Negara (Basuki & Prawoto, 2014). (Miller et al., 2022)
Miller et al., (2022) menjelaskan bahwa frade freedom atau kebebasan
perdagangan merupakan ukuran gabungan yang menunjukkan tidak adanya
hambatan tarif maupun non-tarif yang mempengaruhi impor dan ekspor barang
serta jasa. Indeks kebebasan perdagangan dihitung berdasarkan dua komponen,
yaitu sebagai berikut:
a. The trade-weighted average tariff rate/tarif rata-rata tertimbang dalam

perdagangan

b. Non-tariff barriers (NTB)/hambatan non-tarif

Dalam perdagangan internasional, hambatan perdagangan dikenal dengan
kebijakan perdagangan (trade or commercial policy) yang terbagi ke dalam
hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salvatore (2017) menjelaskan bahwa
hambatan perdagangan tarif mencakup pengenaan pajak atas barang yang diimpor
ataupun diekspor, sedangkan hambatan non-tarif meliputi pembatasan ekspor
sukarela, peraturan administrasi, teknis, dan lainnya, kartel internasional, dumping,
dan subsidi ekspor. Berikut uraian jenis-jenis hambatan dalam perdagangan

internasional sebagaimana dijelaskan dalam literatur tersebut.



a.

33

Tarif Impor

Tarif adalah pajak atau bea masuk yang dibebankan terhadap komoditas
perdagangan yang memasuki suatu batas negara, baik dalam kegiatan impor.
Secara umum, tarif diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu ad valorem,
khusus, dan gabungan. Tarif ad valorem dinyatakan sebagai persentase tetap
harga komoditas perdagangan. Tarif khusus dinyatakan sebagai jumlah tetap
tiap satuan barang dari komoditas perdagangan, dan tarif gabungan merupakan
kombinasi dari tarif ad valorem dan tarif khusus.
Kuota Impor

Kuota impor merupakan salah satu hambatan perdagangan non-tarif
berupa jumlah maksimum barang dan jasa yang dapat diimpor. Penerapan
kuota impor mengubah struktur pasar dalam negeri karena membatasi pasokan
dari luar negeri, sehingga harga domestik meningkat dan alokasi sumber daya
tidak efisien.
Pembatasan Ekspor Sukarela

Pembatasan ekspor secara sukarela mengacu pada kasus di mana negara
pengimpor membebani negara lain untuk mengurangi ekspor komoditas secara
sukarela, melalui ancaman yang lebih berat, ketika ekspor tersebut mengancam
serentetan ancaman seluruh industri dalam negeri.
Peraturan Teknis, Administrasi, dan Lain-lain

Berbagai hambatan non-tarif bersumber dari ketentuan teknis,
administratif, maupun regulasi yang diberlakukan suatu negara. Bentuk

hambatan tersebut berupa standar keamanan untuk produk manufaktur,
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persyaratan kesehatan untuk produk kebersihan dan komoditas pangan, atau
persyaratan label yang harus dipenuhi oleh barang impor. Ketentuan tersebut
dilakukan sebagai upaya melindungi konsumen, tetapi secara tidak langsung
menghambat perdagangan.
Kartel Internasional
Kartel internasional merupakan organisasi pemasok komoditas yang

berlokasi di berbagai negara untuk mengendalikan produksi dan ekspor. Tujuan
utama kartel adalah memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan
organisasi.
Dumping

Dumping merupakan bentuk hambatan yang timbul ketika suatu negara
melakukan ekspor komoditas pada harga yang lebih rendah dibandingkan
harga di dalam negeri. Terdapat tiga bentuk dumping, yaitu pertama, dumping
terus-menerus (persistent dumping) atau diskriminasi harga internasional yang
terjadi ketika monopoli yang terus menerus untuk memaksimalkan keuntungan
dengan menjual komoditas pada harga tinggi di dalam negeri dibandingkan
secara internasional. Kedua, dumping ganas (predatory dumping) merupakan
penjualan komoditas yang bersifat sementara dengan harga yang lebih rendah
di pasar luar negeri untuk mendorong melakukan monopoli. Ketiga, dumping
sporadis (sporadic dumping) dilakukan secara berkala untuk melimpahkan

surplus komoditas tanpa menurunkan harga di dalam negeri.
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g. Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor merupakan pembayaran langsung, keringanan pajak, atau
pinjaman bersubsidi kepada eksportir agar menjual harga yang lebih rendah
untuk menggerakkan ekspor negara.
2.1.3.1.1 Indikator Pengukuran 7Trade Freedom
Impor barang dan jasa yang masuk ke suatu negara biasanya dikenakan tarif
yang berbeda. Tarif rata-rata tertimbang menghitung nilai rata-rata tarif dengan
memberikan bobot pada masing-masing tarif sesuai dengan proporsi impor
tersebut. Maka The Heritage Foundation mengukur kebebasan perdagangan

menggunakan persamaan berikut:

Tarif fmax - Tariff;

Trade Freedom; =100 — NTB;

Tariffmax - Tariffimin

Trade Freedom; menunjukkan kebebasan perdagangan di negara 1. Tariffmax
dan Tariffnin merepresentasikan batas atas dan batas bawah tarif (%), sedangkan
Tariff; adalah rata-rata tertimbang (%) di negara 1. Secara alamiah, tarif minimum
bernilai nol persen, sementara batas atas ditetapkan sebesar 50 persen.

Penalti digunakan untuk menyesuaikan skor kebebasan perdagangan
seberapa besar suatu negara menggunakan hambatan non-tarif, yaitu sebesar 5, 10,
15, atau 20 poin diberikan. Jika suatu negara menggunakan hambatan non-tarif
secara luas pada berbagai jenis barang dan jasa serta secara efektif menghambat
bagian arus perdagangan internasional, maka penalti yang dikenakan adalah 20
poin. Penalti 15 poin berlaku apabila hambatan non-tarif tersebar pada berbagai

jenis barang dan jasa dan menghambat sebagian besar potensi perdagangan
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internasional. Penalti 10 poin dikenakan ketika hambatan non-tarif diterapkan

secara selektif, umumnya untuk melindungi komoditas tertentu dan hanya

menghambat sebagian aktivitas perdagangan. Sementara itu, pengurangan 5 poin

menunjukkan jarang terjadi hambatan non-tarif (NTB) dan melindungi sedikit

komoditas, serta memiliki dampak yang sangat terbatas terhadap perdagangan

internasional. Penalti O poin berarti negara tidak menggunakan hambatan non-tarif

untuk membatasi perdagangan internasional, sehingga tidak ada pengurangan nilai

yang diberikan. Kategori hambatan non-tarif yang diperhitungkan dalam penalti

meliputi:

a.

Pembatasan kuantitas, seperti kuota impor, pembatasan ekspor, volountary
restraints, embargo dan larangan ekspor impor, countertrade

Pembatasan harga, antara lain bea antidumping, bea imbalan, penyesuaian
pajak, perbatasan, variable levies/tariff rate quotas

Pembatasan regulasi, seperti perizinan, persyaratan kandungan lokal dan
mixing requirements, standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS), regulasi
keselamatan dan standar industri, serta ketentuan terkait pengemasan,
pelabelan, dan merek dagang, termasuk aturan periklanan dan media
Pembatasan kepabeanan yang mencakup kewajiban deposit awal, prosedur
penilaian kepabeanan, klasifikasi barang, serta prosedur pemeriksaan dan
penyelesaian kepabeanan

Intervensi langsung pemerintah, seperti pemerian subsidi dan berbagai bentuk

bantuan, kebijakan industrial, pendanaan riset dan kebijakan teknologi,
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kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah, serta praktik perdagangan

negara, monopoli pemerintah, waralaba eksklusif

2.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum dan terus
menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor,
seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih
sehingga memicu konsumsi dan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang
(Purnamawati & Yuniarta, 2021). Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga rata-
rata, dan harga adalah tingkat di mana uang dipertukarkan untuk mendapatkan
barang atau jasa (Mankiw & Taylor, 2019). Sementara definisi lain menegaskan
bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium) antara
permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat
daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan
keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar
dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari
arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi (Zahari et al., 2021).
Perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut
dipenuhi yaitu terjadi kenaikan harga, kenaikan harga bersifat umum, dan
berlangsung terus-menerus (Zahari et al., 2021).

Terdapat beberapa macam untuk menggolongkan macam inflasi, yaitu

sebagai berikut (Purnamawati & Yuniarta, 2021) :
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a. Menurut penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua yaitu, demand
inflation yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang
terlalu kuat dan cost inflation yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi

b. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya, yaitu terdiri dari inflasi
ringan di bawah 10% per tahun, inflasi menengah antara 10%-30% per
tahun, inflasi berat antara 30% 100% per tahun, dan hiperinflasi atau inflasi
sangat tinggi yaitu di atas 100% per tahun

2.1.4.1 Indikator Pengukuran Inflasi

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu
perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Berikut adalah indikator
pengukuran inflasi (Mankiw dan Taylor, 2019) :
a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen atau Consumer Prices Index (CPI) merupakan
ukuran tingkat harga secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dibeli oleh
konsumen. Tujuan utama IHK adalah mengukur perubahan biaya hidup, yaitu
seberapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membeli
barang. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat harga secara umum dalam
perekonomian dan persentase perubahan pada IHK mengukur tingkat inflasi. THK
bukan merupakan ukuran biaya hidup yang sempurna karena tiga alasan. Pertama,
IHK tidak sepenuhnya memperhitungkan kemampuan konsumen untuk melakukan
substitusi terhadap barang yang relatif lebih murah dari waktu ke waktu. Kedua,
IHK tidak memperhitungkan peningkatan daya beli uang akibat munculnya barang-

barang baru. Ketiga, IHK terdistorsi oleh perubahan kualitas barang dan jasa yang
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tidak terukur. Oleh karena itu, IHK cenderung melebih-lebihkan inflasi yang
sebenarnya. Berikut adalah pengukuran inflasi dari perubahan Indeks Harga
Konsumen (IHK).

Cost of basket of goods in year t prices

CPI =
Cost of basket of goods in base year prices

(Price Indexyeqr;) — (Price Indexyeq, 1)

Inflationye,y = x 100

(Price Indexyeqr¢-1)

b. GDP Deflator

GDP Deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan ekonom untuk
memantau tingkat harga rata-rata dalam perekonomian dengan diukur dari
perbandingan GDP dan GDP riil yang digunakan untuk mengukur tingkat harga
dalam perekonomian. GDP nominal menggunakan harga berlaku saat ini untuk
menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian, sedangkan GDP riil
menggunakan harga tahun dasar yang konstan untuk menilai produksi barang dan

jasa dalam perekonomian. Berikut adalah pengukuran GDP deflator.

Nominal GDP

DP D =
G eflator Real GDP x 100

Inflationye, =

(GDP Deflatoryeq, ;) — (GDP Deflatoryeq, ;1) o

100
(GDP Deflatoreqr 1-1)

2.1.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu faktor utama dalam melihat
research gap sebagai salah satu upaya penyempurnaan dari artikel sebelumnya

dengan fokus membahas pengaruh PDB per kapita, sektor tersier atau jasa, trade
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freedom, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian terdahulu dapat

diinterpretasikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.

Penulis/Tahun/
Judul

Persamaan
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Hasil Penelitian
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2)

(€)]

Q)]
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2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan secara teoritis hubungan antar
variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini,
variabel yang diuji sebanyak empat (4) variabel meliputi PDB per kapita, sektor
tersier atau sektor jasa, trade freedom, dan inflasi.

2.2.1 Hubungan PDB Per Kapita dengan Ketimpangan Pendapatan

Hipotesis Kuznets dalam Todaro dan Smith (2006), menjelaskan bahwa
hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan bersifat non-
linier. Pada tahap awal pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita
cenderung diikuti oleh peningkatan pendapatan. Namun, setelah mencapai tingkat
pendapatan tertentu (furning point), ketimpangan pendapatan berpotensi menurun
seiring dengan pemerataan kesempatan kerja. Perubahan distribusi pendapatan
berlangsung secara bertahap secara bertahap melalui penyesuaian struktur ekonomi,
pergeseran tenaga kerja antar sektor, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan & Khan (2023) dan Hayrullahoglu &
Tuzun (2020) sejalan dengan hipotesis Kuznets menunjukkan bahwa dalam jangka
pendek PDB per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan
pendapatan, sedangkan dalam jangka panjang pengaruhnya negatif.

PDB per kapita mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi yang berkaitan
dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat. Peningkatan
PDB per kapita pada awal pembangunan belum diikuti oleh pemerataan pendapatan
karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok

berpendapatan tinggi. Seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan ekonomi
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mendorong perbaikan distribusi pendapatan. Sehingga PDB per kapita diduga
berpengaruh dalam jangka pendek dalam jangka panjang terhadap ketimpangan
pendapatan.
2.2.2 Hubungan Sektor Jasa dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori perubahan struktural menjelaskan proses pembangunan ekonomi
ditandai oleh pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor tradisional ke sektor
modern. Model dualisme Lewis dalam Todaro dan Smith (2006), menjelaskan
bahwa pada awal pembangunan, peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional
berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang berproduktivitas lebih tinggi
dapat mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan, terutama apabila manfaat
pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pergeseran menuju sektor
jasa atau tersier, umumnya memiliki tingkat produktivitas dan upah yang lebih
beragam dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Namun, transformasi
struktural yang diikuti pemerataan kesempatan kerja dan pengurangan dualisme
ekonomi antara kota dan desa dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asghar et al. (2022), menyatakan bahwa jika
dalam jangka pendek sektor jasa dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan
dalam jangka panjang sektor jasa dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.
Didukung oleh penelitian Raeskyesa (2020) yang menunjukkan sektor jasa
memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara penelitian
Asman et al. (2024) menunjukkan hubungan negatif terhadap ketimpangan

pendapatan.
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Peran sektor jasa dalam menyediakan sumber daya manusia meningkat yang
terlihat dari kontribusi sektor jasa dalam menciptakan produk nasional dan
menampung pekerja dalam perekonomian secara keseluruhan. Dampak terhadap
ketimpangan pendapatan bergantung pada karakteristik sub-sektor jasa yang
berkembang. Sektor jasa berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan
apabila pertumbuhan sektor tersebut lebih menyerap tenaga kerja terampil dengan
tingkat upah yang tinggi, sementara sebagian kegiatan jasa lainnya masih
terkonsentrasi pada sektor informal dengan produktivitas dan tingkat pendapatan
yang rendah. Walaupun terjadi upah rendah di sektor jasa, namun masih
memungkinkan untuk terjadi peningkatan upah oleh keberadaan perusahaan
multinasional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
Pengurangan ketimpangan pendapatan bisa terjadi karena perusahaan multinasional
membayar dengan upah yang lebih tinggi pada pekerja dengan keterampilan
rendah. Oleh karena itu, struktur ekonomi sektor jasa diduga memiliki pengaruh

terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Hubungan Trade Freedom dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut teori Stolper—Samuelson dalam Salvatore (2017), perdagangan
bebas dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui perubahan harga relatif
barang. Perdagangan bebas mendorong berkembangnya sektor-sektor tertentu yang
memiliki mengubah struktur produksi suatu negara. Sektor-sektor yang lebih
unggul berkembang, sehingga perubahan kebutuhan faktor produksi ini
meningkatkan pendapatan tenaga kerja dan pemilik modal dan mengurangi

ketimpangan. Namun, kebebasan perdagangan dapat berkaitan dengan
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meningkatnya ketimpangan pendapatan ketika manfaat perdagangan terkonsentrasi
pada kelompok tertentu dan dapat menurunkan ketimpangan apabila dengan
perdagangan bebas mampu memperluas kesempatan ekonomi dan mendorong
pemerataan pendapatan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kebebasan
perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan menurut penelitian Akbakay
(2020), bahwa dalam jangka panjang trade freedom berpengaruh negatif terhadap
ketimpangan pendapatan. Hubungan negatif antara trade freedom dengan
ketimpangan pendapatan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kandogan
& Johnson (2024). Sementara penelitian Graafland & Lous (2018) menemukan
trade freedom dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, kebebasan
perdagangan diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di
Indonesia melalui perubahan struktur produksi dan distribusi pendapatan faktor
produksi. Arah pengaruh bergantung pada faktor produksi yang memperoleh
manfaat lebih besar dari perdagangan bebas, sehingga trade freedom berpengaruh

terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.4 Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut teori Keynes dalam Boediono (1984), inflasi terjadi akibat
permintaan agregat melebihi kapasitas output perekenomian, menyoroti persaingan
antara golongan-golongan masyarakat dalam memperebutkan bagian sumber daya
yang lebih besar yang memiliki dampak terhadap redistribusi kekayaan yang tidak

merata. Seperti pemerintah dan pengusaha yang mampu meningkatkan permintaan
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efektif sehingga memperoleh output yang lebih besar. Sebaliknya, kelompok yang
tidak memiliki akses terhadap sumber dana seperti pendapatan tetap atau
penghasilannya tidak naik secepat inflasi memperoleh output yang lebih kecil.
Sebab tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdi et al. (2025), menyatakan
bahwa Dalam jangka panjang dan jangka pendek, pendapatan per kapita dan inflasi
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Didukung
oleh penelitian Micoogullar1 (2023) bahwa dalam jangka pendek dan jangka
panjang inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara
penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2020) menemukan bahwa dalam
jangka pendek dan jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif terhadap
ketimpangan pendapatan.

Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Inflasi mendorong redistribusi pendapatan
di antara anggota masyarakat. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi
anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan
mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang
lain akan jatuh. Inflasi yang tinggi cenderung memperburuk ketimpangan
pendapatan karena daya beli kelompok berpendapatan rendah lebih cepat tergerus
dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini terjadi karena sebagian besar
pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk kebutuhan pokok, sehingga

kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar memberikan dampak yang lebih besar
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pada mereka. Oleh karena itu, inflasi diduga memiliki pengaruh terhadap

ketimpangan pendapatan.
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2.3 Hipotesis

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Ketimpangan
Pendapatan

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap suatu

permasalahan, sebab jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan,

belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data

(Sugiyono, 2019). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang

telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Diduga PDB per kapita, struktur ekonomi, trade freedom, dan inflasi

berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dan

jangka panjang

b. Diduga Kuznets Curve Hypothesis (KCH) berlaku di Indonesia pada jangka

panjang



